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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan dan analisis di atas, maka dalam penelitian 

tentang penolakan pendaftaran pernikahan duda di bawah umur oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ini, dihasilkan 

beberapa jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Maka penulis 

dapat menyimpulkan: 

1. Beberapa  pertimbangan yang menjadi dasar upaya penolakan pendaftaran 

pernikahan M. Khoirul Rozikhin dengan Ani Kurniasari oleh KUA 

Kecamatan Dlanggu yakni: 

Berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) 

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan 

hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak 

wanita sudah mencapai umur16 tahun.” Selanjutnya disebabkan karena 

pihak calon pengantin pria yang masih di bawah umur tidak melampirkan 

izin permohonan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Serta tidak ada 

peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang 

pernikahan yang diperuntukkan bagi seorang duda atau janda yang masih 

di bawah umur, baik itu di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan 
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Dlanggu menolak pendaftaran pernikahan tersebut atas dasar tidakadanya 

kekuatan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman. 

2. Jika ditinjau secara yuridis, dalam penolakan pendaftaran pernikahan 

seorang duda yang masih di bawah umur nomor 

Kk.13.16.13/Pw.01/239/2013 pada tanggal 13 Mei 2013 oleh Kepala 

KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto yang disertai dengan 

beberapa pertimbangan, menurut penulis kepala KUA telah melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni menolak 

pendaftaran pernikahan duda di bawah umur yang tanpa melampirkan 

permohonan izin menikah dari pengadilan. Berdasarkan teori kedewasaan 

bahwa seorang yang sudah pernah menikah, untuk melangsungkan 

pernikahan selanjunya tidak perlu mengajukan permohonan izin menikah 

ke Pengadilan Agama, meskipun dalam hal usia masih belum mencapai 

usia dewasa. KUA kecamatan hanya memiliki wewenang untuk 

mematuhi dan menjalankan peraturan perundangan, serta bukan 

merupakan suatu kewajiban untuk menilai atau menafsirkan isi dari 

perundang-undangan tersebut mana kala ada suatu permasalahan yang 

menyimpang dari aturan-aturan tersebut. 

 

B. Saran 

Adapun saran dari penulis ialah: 

1. Alangkah lebih baiknya bila pihak KUA Kecamatan Dlanggu lebih intens 

dalam membangun relasi dengan pihak Pengadilan Agama, sehingga 
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dengan bersama mudah memecahkan permasalahan-parmasalahan baru 

yang muncul di tengah masyarakat. Karena bertukar pikiran dan 

pandangan tentang hukum dengan sesama penegak hukum dapat 

melahirkan suatu hukum baru yang tetap berpedoman pada peraturan 

yang ada. 

2. Kiranya pihak kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dlanggu 

Kabupaten Mojokerto dapat lebih memahami tentang teori kedewasaan 

dalam menikah, baik peraturan yang termuat dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUHPerdata 

maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia. 

Hal ini dimaksudkan agar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Dlanggu dapat memberikan solusi atas segala permasalahan baru yang 

muncul mengenai pernikahan dengan berdasar pada hukum negara yang 

berlaku. Hal ini dapat berguna bagi masa kini dan masa mendatang. 

3. Bagi para instansi pemerintah untuk dapat mengkaji ulang secara 

mendalam sehingga dapat menemukan kejelasan hukum serta solusi dari 

permasalahan-permasalahan baru yang muncul di tengah masyarakat. 

Untuk menghindari ketumpang-tindihan antara pendapat instansi satu 

dengan instansi lainnya meskipun sama-sama berpendapat berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. 


